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Abstrak

Demokrasi di Indonesia terus berkembang dengan penguatan sistem pemilu maupun penguatan pada sistem pengawasan dan partisipasi pelaksanaan pemilu. Salah satu langkah penting dari penguatan demokrasi ada pada keberadaan perempuan yang hadir untuk menjamin kualitas  Demokrasi.  Penguatan demokrasi ini diikuti dengan semakin banyaknya keterlibatan perempuan dalam berbagai aspek, mulai dari semakin banyaknya yang menjadi anggota legislatif, eksekutif, maupun terlibat sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu. Perkembangan ini tentu merupakan perkembangan positif, meski demikian apabila dilihat dari proporsinya, jumlah perempuan yang terlibat di lembaga Legislatif  masih sedikit. Tulisan ini berargumen bahwa masih terdapat hambatan sosial-kultural bagi perempuan untuk dapat terlibat dalam bidang kepemiluan Tulisan ini menggunakan analisa kualitatif dan mendasarkan data sekunder seperti jurnal, laporan penelitian, maupun artikel online sebagai landasan untuk menyusun argumentasi. Pendidikan politik diberikan agar digunakan untuk mengasah kemmapuan dan keterampilan poltik seseorang, yang kemudian bisa berpartisipasi dalam kegiatan partai maupun pada Lembaga legislatif. Hal itu merupakan sebagai perwujudan dari tanggungjawab kepada masyarakat, konstituen dan partai politik. Partisipasi perempuan merupakan bentuk dari Tindakan keaktifan kader perempuan dalam kegaiatan partai dan pemerintahan yang didorong oleh kesadaran akan pengetahuan politik, sehingga kemudian menghasilkan partipaisai politik perempuan yang terpenuhi. Rendahnya partisipasi perempuan pada Lembaga legislative DPRD Kerinci menjadi landasan penelitian ini diangkat. Keterwakilan perempuan pada Lembaga legislaif di kabupaten Kerinci sangatlah rendah, dari 30 anggota legisltaif hanya terdapat 1 perempuan pada hasil pileg  periode 2019-2024. Tentu kuota 30% jauh dari kata terpenuhi Penelitian yang penulis lakukan dengan cara menggunakan wawancara terhadap anggota aktif legislatif perempuan yang saat ini sedang memangku jabatan anggota DPRD. Dengan metode tersebut, beberapa informasi yang penulis peroleh dari penelitian ini adalah budaya politik masyarakat masih cenderung ke patriarki, dan kemudian kemauan dan pengetahuan politik perempuan masih cenderung rendah.

Kata Kunci : Partipasi Politik, Perempuan, Pileg Kerinci 2019
Abstract

Democracy in Indonesia continues to develop by strengthening the electoral system as well as strengthening the monitoring and participation system in the implementation of elections. One important step in strengthening democracy is the presence of women to ensure the quality of democracy. This strengthening of democracy is accompanied by the increasing involvement of women in various aspects, starting from the increasing number of members of the legislature, executive, and involvement as part of election management institutions. This development is certainly a positive development, however, if we look at the proportion, the number of women involved in the legislative body is still small. This article argues that there are still socio-cultural barriers for women to be involved in the electoral field. This article uses qualitative analysis and relies on secondary data such as journals, research reports and online articles as a basis for constructing arguments. Political education is provided so that it can be used to hone a person's political abilities and skills, who can then participate in party activities and in the Legislative Institution. This is a shift from responsibility to society, constituents and political parties. Women's participation is a form of active action by female cadrs in party and government activities which is driven by awareness of political knowledge, thus resulting in women's political participation being realized. The low participation of women in the Kerinci DPRD Legislative Institution is the basis for this research. The representation of women in the Legislative Institution in Kerinci Regency is very low, of the 30 legislative members there was only 1 woman in the election results for the 2019-2024 period. Of course the 30% quota is far from being met.

The author conducted research using interviews with active female legislative members who are currently serving as members of the DPRD. Using this method, some of the information the author obtained from this research is that society's political culture still tends towards patriarchy, and then women's political desires and knowledge still tend to be low.
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PENDAHULUAN

Kehadiran perempuan dalam gelanggang politik di Indonesia , baik itu pemilihan umum maupaun pemilihan kepala daerah sudah sangat berpeluang dan terbuka lebar. Hal itu tidak bis akita pungkiri, dimana bisa kita lihat bahwa partispasi perempuan ada setiap pemilu terus ikut serta kecendrungan ini tentunya menguatkan Gerakan perempuan di dunia politik. Hasil dari kejadian ini ialah kesadaran terhadap isu gende dalam politik tersu mengalami perkembangan peningkatan disetiap pemilu atau pilkada.

Perempuan sangat berhak dan memiliki peluang memberikan kontribusi nyata dalam dunia politik. Namun, perkembangan isu-isu di daerah dan nasional terus menjadi perdebatan akan kehadiran perempuan dalm politik, sehingga terus menjadi bahan disukusi dan perdebatan di kancah politik.  Cornalwall pernah yang mengemukakan tentang partisipasi perempuan :“model partisipasi dimana perempuan tidak cukup bersifat consultative, dimana perempuan hanya dimintai keterangan dan informasi mengenai sesuatu hal yang berhubungan dengan kebijakan tertentu, tidak cukup pula dengan model partisipasi presence, dimana perempuan  hanya hadir dalam diskusi-diskusi dan rapat-rapat yang membicarakan kebijakan-kebijakan publik tanpa dapat memepengaruhi kebijakan”. Artinya dalam konteks DPRD perempuan perlu memilki wakilnya di DPRD dalam perumusan kebijkan, karena terwakilinya perempuan dalam keanggotaan DPRD bisa  mempengaruhi sebuah kebijakan.

Ayu putu Nantri (2004:10) mengutarakan beberapa factor yang timbul dalam diri perempuan sendiri (faktro internal) yang memepengaruhi pada rendahnya partispasi perempuan dalam bidang politik. Adapun factor-faktor tersebut adalah sebagai berikut : (1) Adanya anggapan di kalangan perempuan bahwa politik itu penuh kekerasan sehingga dipandang sebagai dunianya lakik-laki, sehingga perempuan enggan berkecimpung di dalamnya; (2)  Banyak Perempuan tidak sennag berorganisasi; (3) Perempuan kurang memanfaatkan potesni yang ada dalam dirinya bahkan perempuan sendiri kadang menenggelamkan dirinya dalam dunia domestik sibuk dalam tugas-tugas rumah tangga; (4) Perempuan sering kurang percaya diri, sehingga tidak siap mental dan psikologis untuk memasuki dan melaksanakan funsgi-fungsi jabatan sebagai petumus kebijakan maupun pengambil keputusan.

Widdy Puspita Widyaningrum (2020 : 136) juga mengutarakan factor-faktor kurangnya partispasi prempuan dalam politik yakni factor internal dan ektsernal. Adapaun factor internal adalah ; (1) Kapabilitas kader perempuan internal untuk terlibat dalam kontestasi pilkada dan pileg masih rendah karena kurangnya pengalaman organisasi dan pendidkan politik; (2) Minat kader perempuan utnuk terlibat dalam kontestasi pilkada atau pileg yakni kurangnya dari segi pengalaman serta keuangan. Kemudian pada aspek factor eksetrnal adalah : (1) kebijakan partai, dimana masih banyak partai-partai yang tidak berpihak kepada perempaun, artinya perempuan hanya dijadikan smapel sebagai pelbegkap keterwakilan perempuan 30 %.

Faktor lain yang menghambat keikutsertaan perempuan dalam dunia politik adalah keragu-raguan dari partai politiknya sendiri dalam mencari dan menawarkan progrmanya kepada perempuan. Pada dasarnya kehadiran perempuan dalam politik bisa perlahan mendidik masyarakat agar istilah perempuan yang hanya dirumah saja bisa dihilangkan.

Kabupaten kerinci merupakan salah satu kabupaten yang berada dalam kawasan provinsi Jambi. Kabupaten kerinci terkenal dengan kebudayaan yang sangat heterogen, dimana dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya masih sangat kental dengan nilai-nilai kebuadayaan yang diterapkan. Masyarakat yang masih kental terhadap nilai-nilai adat atau kebudayaan ini kemudian bahkan menjadi landasan masyarakatnya dalam melaksanakan sistem pemerintahannya. 

Dari data yang didapat bahwa keanggotaan DPRD yang dilantik bersamaan pada tahun 2019 dikabupaten Kerinci hanya 1 anggota DPRD yakni dari Fraksi Partai Demokrat. Dibandingkan dengan tahun Pemilihan legislative 2014-2019, terdapat 3 kursi, yakni dari Zasmiati dari partai gerindra, lisnur bani dari democrat, dan muranita dari PPP.

Dari permaslahan tersebut tentunya penulis berangkat , dan akan mencari dan menliti bagaimana partisipasi perempuan dalam politik : kegagalan perempuan pada pemilu legislative di kerinnci tahun 2019-2024. Metode yang penulis gunakan dalam mencari inforasi yakni wawancara dan studi literatur.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keterwakilan perempuan di lembaga DPRD di Kabupaten Kerinci dan bagaimana partisipasi perempuan dilibatkan dalam meningkatkan patisipasi perempuan pada pembangunan daerah. Dengan begitu, diharapkan melalui penelitian ini pula, peneliti juga dapat menjelaskan bagaimana sebenarnya kaharusan keterwakilan perempuan pada lembaga DPRD agar tidak adanya kesenjangan dalam proses berdemokrasi terutama dalam proses partisipasi, itulah mengapa peneliti sangat tertarik untuk meneliti ini.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori  representasi dari Hanna Pitkin.

LANDASAN TEORI

TEORI REPRESENTASI Dalam bahasa yang sederhana, representasi atau perwakilan politik ini dapat dipahami sebagai relasi antara seorang wakil dengan yang diwakili, berbasiskan kepentingan- kepentingan (baik wakil maupun yang terwakili), di dalam konteks politik tertentu (Marijan, 2011). Hanna Fenichel Pitkin pada tahun 1969 mengemukakan bahwa representasi adalah layak dalam politik modern. Dalam konsepsi Pitkin, representasi dibedakan dalam empat kategori, pertama representasi formal (formalistik representation), Representasi formal dipahami sebagai perwakilan politik yang berlangsung di dalam lembaga - lembaga perwakilan formal (seperti parlemen). Kedua representasi substantif (substantif representation), Representasi substantif dipahami sebagai model representasi di mana seorang wakil bertindak untuk (acts for) mereka yang diwakili. Ketiga representasi deskriptif (descriptif representation), Sedangkan representasi deskriptif dipahami sebagai bentuk representasi di mana seorang wakil berdiri untuk (stands for) orang - orang yang secara objektif serupa. Keempat representasi simbolik (simbolik representation), jika wakil berdiri untuk (stands for) mereka yang diwakili namun dalam pengertian kesamaan identitas dan kebudayaan, maka ini adalah representasi simbolik.
PEMBAHASAN

“Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta  hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan nasional (HANKAMNAS), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidak adilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.” (Vera A. R. Pasaribu, S.Sos., Msp : 2012)
Partisipasi berasal dari Bahasa latin, yaitu pars yang artinya bagian dan capere yang artinya mengambil. Bila digabungkan berarti “mengambil bagian”. Dalam Bahasa inggris, participate atau participation berarti mengambil bagian atau mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik suatu negara (Sahid, 2011:176).

Perempuan dan lakik-laki sejatinya memliki kesempatan dan peluang sama untuk berpartisipasi di dalam politik di daerahnya, pengetahuan dan saran perempuan mengenai dunia politik tentuny akan berkaitan erat dengan kemauan mereka dalam dunia politik.

Pejabat politik memiliki nilai tinggi hal itu dikarenakan mereka dipilih langsng oleh rakyat. Politik tidak mengenal perbedaan karena lakik-aki maupun perempuan memilki hak yang sama yaitu memilih dan dipilih. Diskursus yang terus berkembang dimana masyarakat saat ini sangat ingin dan berharap politik itu berjalan degan sehat, artinya jabatan politik digunakan untuk memperbaiki sebuah permasalahan yang dialami oleh mereka.

Keterwakilan perempuan pada DPRD di suatu daerah merupakan langkah pasti yang dilakukan pemerintah guna memastikan suara perempuan pada setiap kebijakan. Emanspasi wanita adalah faktor yang menjadi dasar utama pemerintah dalam membuat peraturan yang dalam hal ini secara khusus untuk kaum perempuan.

Pemerintah daerah selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam hal ini memiliki tugas untuk menerapkan aturan sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Melaksanakan aturan-aturan yang diperintah oleh kebijakan merupakan esensi dari pemerintah daerah dalam menerapkannya. Keterwakilan perempuan dalam DPRD adalah produk dari aturan yang sudah final ditetapkan. Dengan demikian pemerintah daerah harus menerapkannya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan suatu aturan, baik itu jangka waktu maupun konsekuensinya (jika ada).

Penelitian ini membahas tentang partispasi perempuan dalam politik, yaitu kegagalan perempuan pada pemilihan legislative kabupaten kerinci tahun 2019-2024. Peran perempuan dalam partai politik diatur dalam UU Nomor 2 tahun 2008, disebutkan dalam pasal (2) bahwa pendirian dan pembentukan partai politik harus menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan. Kemudian dalam hal pencalonan legislative, juga diatur pada pasal 53 UU Nomor 53 Tahun 2008 bahwa daftar bakal calon memasang paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan. Artinya keikutsertaan dan partisipasi perempuan terbuka lebar dan memilki peluang yang besar.

Solkhah Mufrikhah (2020 : 2) : mengungkapkan bahwa Rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen, temasuk di tingkat lokal  sudah menjadi tema diskusi publik lama, khususnya para aktivis perempuan dan sarjana ilmu sosial. Kajian yang dilakukan oleh para sarjana terkait dengan rendahnya keterwakilan perempuan tersebut memiliki pandangan yang cenderung memberikan penekanan pada kondisi kultural yang kuat didominasi budaya patriarki yang bersumber dalam tradisi budaya dan nilai-nilai agama menjadi bagian dari penyebab utama mengapa kuota perempuan 30 persen tidak pernah terpenuhi di parlemen.

Strategi meningktakan representasi perempuan adalah upaya untuk meningkatkan kehadiran perempuan dalam segala bidang termasuk politik. Strategi tersebut dapat dilakukan dengan :

a. Membangun dan memperkuat hubungan antara jaringan dan organisasi peremuan

b. Melakukan advokasi para pemimpin partai-partai politik

c. Membangun akses ke media 

d. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran perempuan melalui Pendidikan dan pelatihan

e. Meningakatkan kualitas perempuan

Keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif di daerah merupakan langkah pasti yang dilakukan pemerintah guna memastikan suara perempuan pada setiap kebijakan. Emanspasi wanita adalah faktor yang menjadi dasar utama pemerintah dalam membuat peraturan yang dalam hal ini secara khusus untuk kaum perempuan.

Berdasarakan atas dasar itulah penulis langsung mewawancarai terkait dengan pembahasan penelitian yang memfokuskan pada kegagalan  perempuan pada Pileg Kabupaten Kerinci periode tahun 2019-2024. Berdasarakan data lapangan yang dilakukan peneliti lakukan lewat wawancara di lokasi penelitian, terdapat (1) satu anggota DPRD yang terpilih dari sekian caleg perempuan. 

Dalam wawancara dengan ibu Lisnurbani (DEMOKRAT) selaku Anggota legislatif, penulis mendapatakan informasi bahwa ia adalah adalah satu-satunya anggota DPRD yang berhasil terpilih pada pileg 2019. Artinya perempuan gagal dalam mewujudkan partisipasinya dalam politik, kuota minimal 30 persen saja tidak terpenuhi. Berikut ini hasil dari wawancara dengan satu-satunya angota DPRD perempuan.

“30% keterwakilan perempuan pada DPRD itu merupakan bentuk kebijakan yang sangat diperlukan oleh daerah itu sendiri, dimana perempuan biasanya tidak pernah diikutsertakan dalam merumuskan kebijakan. Dengan adanya aturan seperti ini merubah stigma sebelumnya bahwa perempuan sangat pentng dalam proses pembangunan suatu daerah.”

Dalam proses pembangunan daerah terutama dalam merumuskan kebijakan tentunya perwakilan unsur perempuan sangat penting ikut serta guna mewakili asprasi-aspirasi perempuan yang dibutuhkan dalam sebuah daerah tersebut. Dengan adanya aturan yang mengatur tentang keterwaklan perempuan maka hak-hak demokrasi atau dengan kata lain keseteraan gender di implementaskan secara perlahan.

Kemudian dalam wawancara berikutnya, anggota DPRD tersebut menyebutkan bahwa dia adalah satu-satunya anggota DPRD kerinci saat ini yang mewakili perempuan.

“saya satu-satunya perempuan di DPRD kerinci saat ini, ini merupakan periode yang kedua saya menjabat sebagai anggota Dewan, tentu ini bentuk dari kemunduran terutama dari kami perempuan. Saya tidak mengetahui apa sebenarnya yang membuat perempuan itu sangat minim sekali dalam hal peminatan di dunia politik. Karena ruang dan tempat sudah disediakan oleh negara untuk perempuan. “

Melihat dari fenomena yang terjadi di kerinci, tentu ada beberapa hal yang membuat perempuan minim sekali pada DPRD, diantaranya adalah :

1. Budaya Patriarki

Konsep patriarki pada saat ini menunjukkan bawha laki-laki memegang pucuk puncak dari kekuasaan, perempuan selalu dikesampingkan bahkan dinggap sebuah insan yang lemah, baik itu dalam hal politik, pemerintahan, Pendidikan, bisnis dan dalam social bermasyarakat. Fenomena ini perlahan akan mencabut hak perempuan atas keterlibatannya dalam segala bidang, terkhusunya dlam dunia politik. Kabupaten kerinci masih sangat kental dan memegang erat adat budaya. Dalam sistem kehidupan sehari-hari perempaun selalu dinomor duakan. Hal itu terlihat dalam susuanan kerapatan adat. Dimana laki-laki memgang pucuk kekuasaan yakni sebuatn Depati (pemimpin adat), yang melekat pada laki-laki. 

Konsep ini kemudian secara tidak langsung diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, perempaun hanya sebatas melayani dan dianggap lemah dan tidak pantas memimpin kaum laki-laki. 

Setiap kekuasaan dalam masyarakat yang menganut budaya patriarki selalu dikontrol oleh laki-laki, budaya ini kemudian memposisikan perempuan pada peran-peran domestic seperti peran pengasuhan, pendidik, dan penjaga moral.

Akibatnya, karena perempuan tak mempunyai pengetahuan yang memadai, dalam dunia politik. Selain itu, pemahaman politik dikalangan perempuan juga masih rendah mengingat dunia politik adalah milik laki-laki, sehingga masyarakat memandang tidak perlu memberi pemahaman politik kepada kaum perempuan (Handoyo, 2015:172).

2. Lemahnya Fungsi Partai Politik

Dalam pergelaran konstestasi pemlihan legislative di kerinci, fungsi partai sangat berpengaruh dalam menghasilkan anggota DPRD yang perempuan. Kegagalan perempuan dalam memenangkan pileg terlihat dari hasil pileg itu sendiri. Artinya ada peran penting dan besar partai politik dalam proses rekrutmen calon anggota.

Dari hasil penulis di lapangan, terlihat bahwa partai politik megusung calon perempuan hanya sebatas untuk memnuhi syarat atau kuota 30 persen sebagai kewajiban dalam sistem pemilihan. Tentunya hasil dari ketidakmurnian ini berdampak pada calon anggota legislative itu sendiri.

Kemudian caleg yang berasal dari kader internal partai itu sendiri maju karena hanya sebatas tuntutan dan tanggungjawab sebagai kader partai, yang kemudian juga hanya untuk memenuhi kuota perempuan. 

Lisnurbani (anggota legislative perempuan) mengungkapkan bahwa dinamika di daerah kerinci dimana keterlibatan perempuan dalam politik masih sangat rendah, selain dari fakor budaya, kemampuan dan kemauan perempuan itu sendiri masih sangat rendah. Mereka masih beranggapan bahwa lakik-laki adalah pemimpin dalam semua lini, terutama dalam hal politik.

“saat ini perempuan di kerinci bisa saya katakana masih sangat rendah kemaannya terjun di dunia politik, paradigmanya masih beranggapan bahwa itu adalah tugas dari laki-laki. Budaya patriarki juga masih sangat kental, sehingga berakibat pada melemahnya perempuan dalma hal partisipasi politiknya.”

PENUTUP

Sistem politik Idonesia yang menempatkan perempuan memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih teryata masih belum terimplementasi secara massif dibebrapa sector, terutama dalam hal legislatif. Kabupaten Kerinci yang memilki anggota DPRD 30 orang hanya memilki 1 (satu) angoga perempuan. Artinya masih belum terpenuhi 30 persen dari aturan yang ditetapkan. Peran partai politik sangat diperlukan dalam peramasalahan ini. Dimana partai politik sebagai ujung tombak dari demokrasi seharusnya bisa lebih optimal dalam hal memberikan Pendidikan politik terutama kepada perempuan.

Minimnya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Kerinci, disebabkan oleh factor budaya dan funsgi partai politik itu sendiri. Dimana budaya partiarki masih sangat kental dalam kehidupan sehari-hari. Serta factor partai politik itu sendiri yang gagal dalam memberikan edukasi kepada masyarakat . kemudian hasil wawancara dengan anggota DPRD perempuan menyebutkan bahwa kemmapuan dan kemauan perempuan itu sendiri di kerinci masih sangat rendah.
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